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PERSEMBAHAN

Qaporan ini penulis persembahkan untuk :

¢ Ayah dan “fou tercinta yang sclama ini tefah memberikan semangat
hidup, doa dan kasih sayangnya, terima kasih atas segalanya.

¢ (Kakakku tersayang yang tefah memberiku semangat untuk tetap hidup
dan berprestasi.

E (ngan~rckan scpmjuanﬂan dalam pelaksanaan CP‘IQ}I\U Aan, (Pufunﬂ
dan (eny), teman-teman di kos-an ‘Jawa QCFKI / 32 (Asih, (ut,
Chenul, CIndri, ‘lia, Eka, (Eva dan ﬁl)uji),L])avid terima kasih atas
sarannya serta buat Arjunaku terima kasih atas kasih sayang dan

pcrﬁatiarmya selama ini.

+ _Almamaterku tercinta.

fyerima kasih semuanya.
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Motto

Siapapun kamu, dimanapun kamu dan bagaimanapun kamu sckarang,
J'anﬂan pcmah mc[upakan orang-orang yang telah melewati hari-hari

bersamamu,
(Yanti bijak)

(Wahai orang-orang yang periman! Hendaklah kamu sckalian bersama

dcngan orang—-oranﬂ yang benar.

(Oafsir.at ~5yaubah: 120)
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berupa
laporan hasil Praktek Kerja Nyata.

[Laporan ini memuat tentang bagaimana prosedur dan tata cara perpajakan
vang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Cabang Banyuwangi khususnya
tentang sistem pemungutan PPh pasal 21 atas dokter langganan. Hal 1ni
dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahul bagaimana proses pemungutan
pajak yang dikenakan atas dokter langganan yang ditunjuk oleh PT.PLN (Persero)
Cabang Banyuwangi.

Penulisan laporan ini dapat tersusun atas dukungan dan kerja sama dari
beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasth kepada :

I Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Hmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas lember.

Y Drs. Mudhar Syarifudin, MSi. selaku Ketua Jurusan [Imu Administrasi.

'ad

Drs. Akhmad Toha, MSi_ selaku Ketua Program Studi Diploma [l Perpajakan
sekaligus sebagai dosen wali vang selalu memberikan dukungan dan naschat
vang bermanfaat bagi penulis.

4 Drs. Purwowibowo, MSi. sclaku dosen pembimbing yang membimbing dan
menuntun penulis untuk dapat menyempurnakan laporan hasil Prakick Kerja

Nvata ini.

hn

Bapak Suwandoro, sclaku Kepala Cabang PTPLN (Persero) Cabang
Banyuwangi yang telah memberikan ijin untuk pelaksanaan Praktch Kera
Nyata.

6. Bapak Umar Faruk beserta stafl sic kepegawaian dan Bapak Handoko dan
Bapak Ervin dalam sie anggaran dan keuangan yang telah memberikan

bimbingan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nvata.

Vi
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7 Semua temanku yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam
penyelesaian laporan ini serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu
persatu.

8 Teman-teman Diploma 11l Perpajakan angkatan ’99 dan juga teman senasib
Puji Astuti, terima kasih atas kebersaannya selama ini.

9. Almamaterku tercinta.

Penulis berharap semoga laporan yang berjudul “Prosedur Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Dokter Langganan Pada PT.PLN (Persero)

Cabang Banyuwangi” ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat

digunakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, Mei 2002 Penulis

Vil
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I. PENDAHUL

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern pembangunan di
segala bidang sangat diperlukan, terutama di negara berkembang yang selalu
menuntut adanya perubahan kearah yang lebih baik. Untuk itu pembangunan
nasional di Indonesia harus digalakkan, di mana pembangunan nasional itu sendiri
adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun
spiritual Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka salah satu usaha vang
dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandinan suatu bangsa dalam pembiayaan
pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana vang berasal dan sektor migas
dan non migas. Salah satu jenis penerimaan negara yang berasal dari sektor non
migas adalah pajak .

Sejak keluarnya Ketetapan MPR No. 2/MPR 1983 yang terkandung dalam
Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa perlu diadakan pembaharuan sistem
perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercavaan kepada
wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang
perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan Kesadaran
kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.
9 tahun 1994 yang terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000
menyebutkan bahwa pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi atau badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan
untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan serta pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Sedangkan
pengertian pajak itu sendiri menurut Soemitro (dalam Waluyo & llyas, 2000:2)

adalah sebagai berikut
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Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Dilihat dari pengertian tersebut di atas diharapkan sistem perpajakan nasional
dapat tercipta dengan baik. Perpajakan nasional merupakan perwujudan dan
pengabdian kewajiban dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung
dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan
negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban
pelaksanaannya berada pada anggota masyarakat melalui sistem menghitung,
memperhitungkan dan membayar sendir pajak terutang disebut juga dengan Self
Assessment System.

Seperti halnya PT.PLN (Persero) sebagal salah satu perusahaan yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus bisa melaksanakan
kewajiban  perpajakannya.  Untuk itu berdasarkan SK  Menkeu No.
12/KMK .04/1995 tanggal 1 Oktober 1995, PT.PLN (Persero) ditetapkan sebagai
wajib pungut dan wajib potong dengan nomor NPWP 1.001.625.3.627, sehingga
PT.PLN (Persero) Cabang Banvuwangi wapb melaksanakan kewajiban
perpajakan guna menambah penerimaan negara.

Salah satu kewajiban perpajakan vyang dilaksanakan oleh PT.PLN
(Persero) Cabang Banyuwangi adalah mengenakan PPh pasal 21 atas penghasilan
dokter langganan vang telah ditunjuk. PPh pasal 21 adalah pajak yang dipungut
atau dipotong atas penghasilan dar pekerjaan, jasa dan kegiatan vang dilakukan
oleh wajib pajak dalam neger orang pribadi. Dalam hal dokter langganan adalah
dokter umum atau dokter gigi vang ditunjuk perscroan berdasarkan surat
perjanjian kerja sama untuk melayani pemeliharaan kesehatan dasar bagi pegawat.
Sistem pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter di PT.PLN (Persero)
Cabang Banyuwangi mcnggl—makan sistem perpajakan yang saat ini sedang
berlaku vyaitu Self Assessment System di mana wajib pajak harus akuf
menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang
terutang, Jadi mulai dari penghitungan sampai pelaporannya pihak PLN yang

melakukannya. Pemerintah selaku aparatur pajak hanya membina, mengawasi dan
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mengarahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan demikian PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi
diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang diatas. maka penulis dalam laporan ini mengambil
judul “ Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Dokter
Langganan pada PT.PLN (PERSEROQ) Cabang Banyuwangi .

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan
Tujuan utama dari Laporan praktek Kerja Nyata adalah sebagai syarat

kelulusan dalam menyelesaikan program studi Diploma 111 Perpajakan FISIP

Universitas Jember. Tujuan lainnya adalah :

1. Untuk memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu vang diperoleh
selama menempuh pendidikan Diploma I11 Perpajakan.

2. Untuk memahami proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang
perpajakan yaitu dalam hal i1 pemungutan PPh pasal 21 atas dokter
langganan.

3. Untuk dapat mengenal lingkungan kerja tempat Praktek Kerja Nvata dan
lingkungan kemasyarakatan sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas
serta pemahaman terhadap sistem kerja di PT.PLN (Persero) Cabang

Banyuwangi.

1.2.2 Manfaat

1. Bagi Mahasiswu
Dapat melatih dan mengukur kemampuan dalam pengumpulan data yang
akurat sampai menjadi bentuk laporan vang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Bagi perusahaan tempat Praktek Kerja Nvata
Dapat memberikan masukan cara kerja atau sistem yang berlaku pada bagian

yang bersangkutan.
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3. Bagi Universitas khususnya FISIP program Diploma 1l Perpajakan
Sebagai masukan yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam penyelesaian masalah, khususnya di bidang perpajakan.
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2.1 Sejarah Berdirinya PT.PLN (Persero)
2.1.1 Perkembangan PT.PLN (Persero) di Indonesia

Ketenagalistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke-19, ketika
beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk
keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di mulai
sejak perusahaan swasta Belanda NV.NIGM memperluas usahanya di bidang
tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas dan kemudian berubah
menjadi NV.ANIEM, NV.GEBEO dan lainnya termasuk perusahaan pemerintah
Hindia Belanda.

Selama pendudukan Jepang, semua perusahaan listrik dan  gas Belanda
dikuasai oleh Jepang, dan setelah diprokalmirkannya kemerdekaan Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan tersebut direbut
oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, selanjutnya
diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk jawatan Listrik dan Gas, yang
selanjutnya diperingati Hari Listrik Nasional. Pada saat itu kapasitas terpasang
pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157.5 MW. Sejak agresi militer
Belanda perusahaan listnk swasta Belanda kembali dikuasai oleh pemiliknya
kecuali parusahaan NV. ANIEM. dan beberapa perusahaan diambil alih kembali
mulai tanggal 3 Oktober 1953 kemudian digabungkan ke dalam Jawatan Tenaga
Listrik. Jawatan Tenaga Listrik tersebut membawahi perusahaan negara untuk
pembangkitan dan perusahaan negara untuk distribusi tenaga histrik. Jawatan
tenaga yang telah disempurnakan menjadi Penguasa Perusahaan Perusahaan
Listrik dan Gas (P3LG) pada tahun 1958.

Pada tanggal | Januan 1961, didirikan sebuah perusahaan negara yang
bergerak dalam bidang ketenagaan listrik, gas dan kokas dengan nama Badan

pimpinan Umum Perusahaan listrik Negara (BPU — PLN).
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listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pada saat itu pembangkit tenaga listrik
PLN sebesar kurang lebih 300 MW. Tahun 1972 pemerintah Indonesia untuk
pertama kali menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan
Umum Listrik Negara (PLN) dan tahun 1990 PLN menetapkan sebagal pemegang
kuasa usaha ketenagalistrikan.

Sebagai pembina teknis untuk PLN, dilakukan oleh Departemen Pekerjaan
Umum dan Tenaga Listrik. Mulai tahun 1978, pembina teknis PLN dialihkan ke
Departemen Pertambangan dan Energi dibantu Direktorat Jenderal Ketenagaan,
yang kemudian pada kabinet pembangunan IV dirubah menjadi Direktorat
Jenderal Listrik dan Pengembangan Listrik dan Pengembangan Energi dengan
fungsi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan program kelistrikan
2. Pemberdayaan program pengusahaan kelistrikan
3. Pengembangan energi baru

Dari uraian di atas terlihat bahwa tugas pemerintah yang semula dipikul oleh
PLN secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah (Departemen), sehingga
PLN dapat lebih memusatkan fungsinya sebagai perusahaan.

Sejak tahun 1992 pemerintah memberikan kepada sektor swasta untuk
bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejak saat itu PLN bukan satu-
satunya perusahaan vang menvediakan tenaga listrik untuk umum. Sejalan
kebijakan diatas, pada bulan Jum1994 status PLN dialihkan dan Perusahaan
Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga histnk vang bertambah rata-rata 15%
pertahun, PLN akan terus menambah jumlah pembangkit tenaga listrik seria
jaringan transmisi dan distribusi. U ntuk itu PLN membutuhkan dana investasi Rp
8 sampai 10 triliun pertahun Mengingat jumlahnya yang demikian besar, PLN
akan mengupayakan dana dari berbagair sumber :

1. Dana dan sumber sendin
2. Penanaman modal secara patungan

3. Pinjaman lunak
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4. Kredit Ekspor
5. Pasar modal

Kinerja keuangan PT.PLN pada tahun 1996 meliputi pendapatan usaha
sebesar Rp 52.583.80 miliar,sedangkan perusahaannya meliputi penjualan tenaga
listrik sebesar 56.932.01 GWh dengan jumlah pelanggan sebesar 21.98 juta, daya
tersambung 30.549 MVA, daya terpasang pembangkit tenaga listrik sebesar
377.300 kms dan desa berlistrik sebesar 42.724 desa.

Perkembangan PLN sebagai Perusahaan Persero (Persero) memungkinkan
PLN untuk secara efisien PLN memisahkan antara fungsi perkembangan
ketenagalistrikan di Indonesia yaitu dengan cara :

a. Untuk menjalankan perusahaan secara efisien. PLN memisahkan antara fungsi
bisnis dan fungsi sosial dengan membentuk anak perusahaan. Tindakan 1tu
memungkinkan patungan dengan pihak swasta yang akan menciptakan
persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan swasta dengan anak
perusahaan.

b. Tenaga terampil dan berpengalaman sebagai langkah pertama pada bulan
Oktober 1995 PLN telah mengukuhkan pendirian dua anak perusahaan vaitu
PT.PLN Pembangkitan Jawa Bali 1 (PJB 1) dan Pembangkitan Jawa Bal 1l
(PIB II).

¢ Kedua anak perusahaan diciptakan untuk memisahkan tanggung jawab fungsi
sosial. Kedua anak perusahaan tersebut memiliki keunggulan karena memiliki
skala yang besar dan kinerja yang baik dengan didukung tenaga terampil dan

berpengalaman.

2.1.2 Latar Belakang Sejarah PT.PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 pada akhir abad 19 saat
jaman pemerintah Hindia Belanda. Pengelolaannya pada saat itu dilakukan dan
dikembalikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta.
Adapun perkembangan perusahaan listrik negara dibagi menjadi lima periode

vaitu
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a. Periode sampai tahun 1953 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Elektriciteit

Bedrriff Batavia (1893), Elektriciteit Batavia Medan (1903), Elektriciteit Batavia

Surabaya (1907), dialihkan ke perusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang

berpusat dinegeri Belanda didirikan di Indonesia. Pendirian Listrik Belanda antara

lain :

1.

(V8]

Tahun 1913, perusahaan listrik NV. NIGM (kemudian berubah menjadi
NV.OGEM) dengan wilayah operasi meliputi  Batavia (Jakarta),
Meestercornelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran lama, Medan, Tanjung
Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.

Tahun 1914, perusahaan listnk NV. ANIEM dengan wilayah operasi
Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak, Ambon.

Tahun 1915, perusahaan listnk ELECTRA dengan wilayah operasi
Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun vang sama didirikan SEM, daerah
operasinya Surakarta.

Tahun 1923 / 1928, perusahaan listrik NV. GEBEO dengan wilayah operasi
Bandung, Bogor serta seluruh kota Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya Panarukan.
Tahun 1927, perusahaan listrik EMR dengan operasinya Rembang dan
Bojonegoro. Di tahun yang sama juga membentuk STLANDS
WATEKRACIT BEDRUVEM (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Ncgara yang
mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang. PLTA Plengkak Dogo.

PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Ginngan di Madiun, PLTA
Tes di Bengkulu, PLTA Tonsealama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta
juga dibeberapa kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan.

Tahun 1939, perusahaan listrik EMB daerah operasinya Banyumas.

Periode tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda ke Jepang dalam perang dunia I1,

maka Indonesia dikuasai oleh Jepang sehingga pada masa ini perusahaan listrik

swasta milik Belanda yang ada di Indonesia juga dikuasai oleh Jepang dan semua
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personil dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama sebagai
berikut :

1. Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta

7 Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat

3 Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah

4 Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur

Periode 1945-1950

o

Jatuhnya Jepang ke tangan sekutu dan diproklamirkannya kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh
pemuda sehingga oleh seluruh perusahaan listrik diambil alih. Pada masa ini
semua daerah vang dikuasai oleh pemerintah Indonesia pengelolaan perusahaan
listrik dilakukan oleh perusahaan Jawatan Listrik dan Gas. Pengambilalihan
pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat
diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada
pemerintah RI. Penyerahan tersebut  diterima oleh Presiden Soekarno dan
kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No. 1/SD/1945 tanggal 27
Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrk
dan Gas di Yogyakarta.

Pada masa agresi militer Belanda 1 dan 1l sebagian besar perusahaan listrik
dikuasai oleh pemerintah Belanda atau pemilik semula. Pegawai yang tidak mau
bekerja sama, mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor Jawatan Listrik
dan Gas di daerah RI vang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan
perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi vang dikenal dengan nama
mosi KOBARSJIH tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta

parlemen R1.

d. Periode 1951-1984
Perusahaan listnk NV.ANIEM. NV.GEBEO. NV.OGEM, dikuasai oleh
pemerintah Rl dengan nama Perusahaan Listrik dibawah naungan Direktoral

Jenderal Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan
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Keputusan Presiden RI No: 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi
Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka perusahaan listik NV.OGEM (1
Januari 1954) dan NV.ANIEM (1 Nopember 1954) digabungkan ke Jawatan
Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Listrik Negara Untuk
Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Listrik Untuk
Pembangkit Tenaga Listrik) di bawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan
Kementrian PUT berdasarkan SK Menten Pekerjaan Umum danTenaga No:
25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti dengan Perusahaan
Listrik Negara. Tanggal 27 Desember 1958 DPR dan Pemerintah Rl
mengeluarkan Undang-Undang No: 86/58 tentang Nasionalisasi Perusahaan
Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang No: 67/61
terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang
mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi. Dalam PUT
No: 9/PRT/1964/BPU-PLN dibekukan tanggal 27 Oktober 1945 yang dikenal
sebagai Hari Listrik diperingati untuk pertama kalinya tahun 1964 (tanggal yang
sama) vang bertempat di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP)
Yogyakarta.

BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas
Negara berdasarkan peraturan No:1/PRT/1965. Dengan keputusan PUTL
No:1/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik
Negara yang memiliki  wewenang merencanakan, membangun dan
mendistribusikan tenaga listnk di  seluruh wilayah RI. Dalam Kabinet
Pembangunan 111 dibantu Departemen Pertambangan dan Energi, sehingga PLN
dan PGN dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi,
sedangkan dibidan ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981).
Dalam Kabinet Pembangunan 1V, Diyjen Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga
PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan, pembinaan

kelistrikan, pengembangan energi baru.
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e. Periode 1985 sampai sekarang

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan Undang-Undang No: 15/1985
tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasan Undang-Undang tersebut
ditetapkan dalam PP RI No:10/1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tentang
tenaga listrik yang PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha
ketenagalistrikan serta PP Rl No: 17/1990 tentang Perusahaan Umum (Perum)
listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum
dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan
merata, mengusahakan dan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan
penyediaan tenaga listrik. Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah
menjadi PT_.PLN (Persero) dengan PP RI No: 23/1994 terhitung mulai tanggal 1
Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada langganan,
serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien. tumbuh dan berkembang. citra
baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman No:
C2.11.519.HT.01.01 Tahun 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara
No: 6731/1994.

2.1.3 Sejarah Hari Listrik

Kelistrikan di Indonesia dimulai akhir abad ke-19, pada saat beberapa
perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendinkan beberapa
pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendin. Kelistrikan untuk pemanfaatan
umum dimulai pada saat perusahaan swasta Belanda vaitu NV.NIGN yang semula
bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik untuk kemantfaatan
umum.

Pada tahun 1927 pemerintah membentuk S’Lands Waretkracht Bedrijven
(LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA
Lumajang, PLTA Plengkak Dogo, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA
Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsealama di Sulawesi
Utara dan PLTU di Jakarta, selain itu dibeberapa koatapraja dibentuk Perusahaan
Listrik Kotapraja. Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang

dalam Perang Dunia Il maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karena itu
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Perusahaan Listrik dan Gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil
dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang.

Dengan jatuhya Jepang ketangan sekutu dan diproklamasikan kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini
dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk ,mengambil alih
perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai oleh Jepang.

Setelah berhasil merebut Perusahaan Listrik dan Gas dari kekuasaan Jepang
kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari buruh/pegawai dan gas yang
diketuai oleh Kobarsjih menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu
diketuai oleh MR. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan
mereka. Selanjutnya delegasi Kobarsjih dengan pimpinan KNI Pusat menghadap
Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No:1l
SD tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas
dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agresi Militer Belanda 1 dan 11 sebagian besar perusahaan
listrikdikuasai lagi oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-
pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan
diri pada Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang
bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan para pemuda
mengajukan mosi yang dikenal dengan mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi
Perusahaan Listrik dan Gas swasta kepada Parlemen RI selanjutnya dikeluarkan
Keputusan Presiden RI No. 163, Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan
Listrik milik bangsa asing di Indonesia jika waktu Kkonsesinya habis. Sejalan
dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Inan
Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang
Nol8 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan listrik dan gas milik Belanda.
Dengan Undang-Undang tersebut maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada
ditangan Indonesia.

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan
dengan pasang surut perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian
dikenal sebagai HARI LISTRIK DAN GAS, han tersebut telah diperingati untuk
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pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1945 bertempat di gedung Badan Pekerja
Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal
27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan Keputusan Menter
Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 20 Tahun 1960, namun kemudian
berdasarkan keputusan menteri pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor
235/KPTS/1975 peringatan hari listrik dan gas digabung dengan Hari Kebaktian
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik vang jatuh pada tanggal 3 September
mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan
keputusan menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1134.K/43.PE/ 1992 tanggal
31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai HARI LISTRIK
NASIONAL.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka vang menunjukkan hubungan-
hubungan antara pejabat maupun bidang-bidan kerja satu sama lain, sehingga jelas
fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam satu kebulatan yang teratur.
Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dan
wewenang vang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung
jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Sesuai dengan fungsi
Keputusan Dircksi PT. PLN (Persero) tanggal 22 Mei 1996 No0.054 K/023/DIR/
1996. struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang
Banyuwangi adalah seperti yang telihat pada daftar gambar 1.

Diskripst Jabatan (tugas-tugas)vang dilaksanakan oleh pegawai PT.PLN
(Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banvuwangi antara lain :
I.  Kepala Cabang

Kedudukan® bertanggungjawab kepada Direksi

Fungs

Merumuskan sasaran cabang. mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan pelayanan pelanggan. pendistnbusian, dan pembangkit tenaga

listrik berikut pembangunannya sesuai kebijakan PLN maupun PLN wilayah
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atau distribusi.
Tugas Pokok :

L

Menyusun konsep kebijakan teknik cabang berdasarkan program kerja
unit pengusahan induk sebagai bahan usaha.

Mengevaluasi kinerja cabang dalam pencapaian target-target yang telah
ditetapkan.

Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian
dan membangkitkan tenaga listrik sesuai dengan jadwal dan target
pengusahaan.

Pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan
tanah serta pembangunan sarana pendistribusian dan pembangkitan

tenaga listrik.

Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi

Fungsi :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasi

dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik serta bangunannya berikut

bangunan hstrik yang terkait.

Tugas Pokok :

2

Menyusun rencana kerja bagian distribusi dan konstruksi sebagai
pedoman kerja.

Memberi petunjuk kepada seksi bagian distribusi dan konstruksi untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Mengkoordinasikan penyusunan rencand teknis konstruksi, operasi dan
pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga hstrik dan bangunan sipil
yang terkait agar sesual kebutuhan.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah
untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik
agar sesual dengan rencana.

Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
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Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi membawahi kepala-kepala seksi
sebagai berikut :
A. Kepala Seksi Konstruksi Distribusi
Fungsi :
Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan, pengendalian dan
pengawasan serta administrasi konstruksi pendistrbusian tenaga listrik
serta bangunan sipil yang terkait guna pencapaian target dan mutu
penyelesaian.
Tugas Pokok :
a. Menyusun rencana kerja seksi konstruksi distribusi sebagai pedoman
kerja.
b. Memberi petunjuk kepada bawahan seksi konstruksi distribusi untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
¢. Mengendalikan pelaksanaan administrasi teknik untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listik.
d Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
B. Kepala Seksi Perencanaan Distribust
Fungsi :
Mengatur dan mengarahkan bawahannva dalam rangka penyusunan
rencana kerja, pemantauan pemutahiran data atau informasi jaringan
distribusi sehingga dapat menunjang target atau sasaran yang telah
ditetapkan.
Tugas pokok :
a. Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi sebagal
pedoman kerja.
b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi dalam rangka pelaksanaan
tugas-tugas.
¢.  Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.
d. Memantau pelaksanaan pemutahiran data atau informasi jaringan

distribusi.
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e. Memantau kondisi jaringan yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemeliharaan jaringan distribusi.
C. Kepala Seksi Pemeliharaan Distribusi

Fungsi :

Menyusun rencana kegiatan, membagi tugas bimbingan bawahan,

mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program-program

distribusi serta membuat laporan seksi pemeliharaan distribusi sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok :

a. Menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan distribusi  sebagai
pedoman kerja .

b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas
dengan baik.

¢ Memeriksa hasil kerja bawahan diseksi pemeliharaan distribusi
sebagai bahan evaluasi dan masukan pada Kepala Cabang.

d. Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk diadakan
evaluasi.

D. Kepala Seksi Operasi Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan manuver jaringan, perbaikan

gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan pecmasangan

gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar keadaan pendistribusian

tenaga listrik dapat terjaga dengan baik.

Tugas Pokok :

a. Menyusun langkah kegiatan sesuai rencana kerja seksi operasi
distribusi sebagai pedoman kerja.

b. Membuat jadwal kegiatan seksi operasi distribusi dalam rangka
pelaksanaan tugas.

c. Mengawasi pelaksanaan pengaturan manuver jaringan dan gardu

sesuai dengan SOP (Stading Operation Producer).
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d  Memantau pelaksanaan perbaikan gardu dilokasi pengaduan atau
gangguan.

e Memotivator pelaksanaan pengaturan jaringan sehubungan dengan

jadwal pemasangan gardu baru.
E. Kepala Seksi Listrik Pedesaan

Fungsi :

Menyusun rencana dan evaluasi pengembangan dan pengusahaan listrik

pedesaan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan pengusahaan.

Tugas Pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan listrik pedesaan sebagai pedoman kerja.

b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas
dengan baik.

¢. Memantau perkembangan listrik pedesaan dengan target-target desa
yang baru dialiri listrik.

d. Menyusun program penvuluhan dan survei listrik pedesaan yang
sesuai usulan dan data PEMDA untuk dikoordinasikan dengan
bagian terkait.

I. Kepala Seksi Pencraan

Fungsi

Mengawasi serta memberi petunjuk dan membagl tugas-tugas kepada

teknisi peneraan dan urutan administrasi peneraan untuk kelancaran tugas

pencraan sehingga sasaran peneraan dapat tercapat.

Tugas Pokok

a. Menyusun rencana kerja seksi peneraan sesuai rencana kerja sebagai
pedoman kena.

b Membagi tugas kepada bawahan diseksi pencraan dalam rangka
pelaksanaan tugas.

¢ Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi peneraan
sebagai bahan pertimbangan.

d  Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.
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I1I. Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan

Fungsi :

Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan

pelanggan yang meliputi pemasaran 1ata usaha langganan, penyambungan dan

pengolahan data guna kelancaran pelaksanaannya.

Tugas Pokok :

1. Menyusun rencana kerja bagian pelayanan pelanggan sebagai pedoman
kerja.

2. Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian pelayanan pelanggan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

4. Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah
setempat untuk penetapan rencana penjualan.

5  Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan

kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan membawahi :

A. Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan, memberikan informasi

kepada calon pelanggan yang pasang baru secara tepat, sehingga dapat

memberikan kepuasan kepada calon yang pasang baru secara tepat

sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon pelanggan sebanyak-

banyaknya (secara selektif)

Tugas Pokok

a. Menyusun rencana penjualan  tenaga  listrik dalam rangka
pencapaiannya.

b. Mencari pelanggan (secara selekuf)

¢. Memperhitungkan rasio daya minimum daya pelanggan (apakah
memungkinkan atau tidak memungkinkan).

d. Membuat laporan data pelanggan
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e Memberikan informasi kepada pelanggan atau calon pelanggan baik

secara teknis maupun administrasi.
B. Kepala Seksi Administrasi Pelanggan

Fungsi :

Melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang cara, perhitungan

besar kecilnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang

berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang
meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

Tugas Pokok :

a. Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan
penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan dan masyarakat
lainnya.

b. Melayani permintaan penyambungan  baru, perubahan daya,
penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan
serta pengaduan pelanggan.

¢ Mencatat, membuat dan mengarsipkan setiap permintaan yang
berhubungan dengan pelanggan.

d. Menyiapkan Permintaan Kerja (PK) pemasangan, perbaikan,
perubahan, sambungan tenaga listrik dan berita acara pelaksanaannya.
Mengirim perintah kerja.

¢, Memelihara arsip Data Induk Langganan (DIL).

C. Kepala Seksi Penagihan

Fungsi:

Melakukan perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pengendahan

kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang

pelanggan.

Tugas Pokok:

a  Merencanakan peningkatan pelayanan penagihan dan penerimaan
pembayaran piutang pelanggan.

b. Menerima dan menyiapkan piutang pelanggan dan daftarnya.
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¢. Mengirim rekening listrik yang diperbaiki dan menerima kembali
rekening listrik perbaikan.

d. Memproses piutang pelanggan.

e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan pelayanan
penerimaan  pembayaran piutang pelanggan di tempat-tempat
pembayaran secara teratur.

f  Melakukan pemeriksaan fisik rekening vang belum dilunasi.

D. Kepala Seksi Penyambungan

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi penyambungan meliputi survei

lokasi, pemesiksaan instalasi dan pemasangan SR atau APP sesual dengan

ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

a. Membagi tugas dalam rangka kepada bawahan di  seksi
penyambungan dalam rangka pelaksanaan tugas.

b. Mengawasi penyambungan SR/APP konsumen besar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

c. Mengawasi pemeriksaan instalasi calon pelanggan atau pelanggan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d Memeriksa surat pembertahuan pemutusan sementara untuk bahan
cvaluasi.

I Kepala Sekst Pengolahan Data

Fungst:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pengolahan data meliputi

aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi, dan penyimpanan

data guna menciptakan sistem informasi vang memadai.

Tugas Pokok:

a. Melayani proses pengolahan data dari bagian- bagian lain, dengan
aplikasi program yang sudah ada.

b. Mengevaluasi sistem informasi yang ada untuk modifikasi sesuai

kebutuhan.
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c. Memeriksa hasil pengolahan data untuk bahan evaluasi
pengembangannya.

d_ Melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait guna Kkelancaran
pengolahan data.

Kepala Seksi Perencanaan Meter

Kepala seksi perencanaan meter ini belum dilaksanakan.

IV. Kepala Bagian Administrasi

Fungsi:

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bagian administrasi yang

meliputi kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan

sekretariat untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan.

Tugas Pokok:

1.

(8]

(V'S ]

Menyusun rencana kerja kegiatan administrasi sebagai pedoman kerja.
Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian administrasi untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban
tanggungjawab pokoknya.

Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian,
anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat untuk

mengetahul hambatan-hambatan dan usaha penyclesaiannya.

Kepala Bagian Administrasi membawahi

A. Kepala Sckst Kepegawaran

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan Kkegiatan kepegawaian yang meliputi
pengembangan sumber daya manusia, tala usaha kepegawaian,
kesejahteraan  pegawar. keselamatan  dan  kesejahteraan — pegawal,

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya.
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Tugas Pokok:

a. Menyusun rencana kerja seksi kepegawaian sesuai rencana kerja
bagian sebagai pedoman kerja.

b. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PT.PLN (Persero)
Cabang berdasarkan perhitungan beban _kerja dan formasi jabatan.

¢. Mengajukan usulan pendidikan dan latihan kerja vang diperlukan
oleh pegawai sesuai dengan bidangnva.

d. Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan
pegawal serta kesejahteraan pegawal sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

¢. Memeriksa konsep surat keputusan mutasi pegawai di lingkungan
Cabang berdasarkan kebutuhan pegaw al.

B. Kepala Sekst Anggaran dan Keuangun

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang anggaran dan keuangan

yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan anggaran

pendapatan dan belanja cabang, pengolahan dana, pengasurasian dan
kegiatan perpajakan yang sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

a. Menyusun rencana kerja seksi anggaran dan keuangan sesual rencana
kerja bagian, sebagai pedoman kenja.

b. Mengklasifikasikan data-data biava dan  pendapatan untuk
memudahkan penyusunan anggaran

¢c. Mengawasi penerimaan uang dengan cara membandingkan fisik uang
dengan catatan penerimaan.

d. Memonitor penerimaan anggaran tunai untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.

(. Kepala Sekst Akuntansi
Fungsi:
Mengatur dan mengarahkan dibidang akuntansi meliputi pencatatan

transaksi, aktiva tetap PDP. persediaan barang scria pembuatan laporan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

D.

pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

a. Menyusun rencana kerja seksi akuntansi sesuai rencana kerja sebagai
pedoman kerja.

b. Mengklasifikasikan data-data transaksi untuk pembuatan kode
perkiraan sesuai dengan fungsinya.

¢ Memeriksa buku jurnal dan buku besar guna kecocokan
pencatatannya.

d Memotivator pembuatan laporan-laporan di bidang akuntansi untuk
ketepatan jadwal pembuatannya.

e. Memeriksa laporan-laporan di bidang akuntansi baik rutin maupun
berkala untuk kebenaran pembuatannya.

Kepala Sekst Perbekalan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang perbekalan, yang meliputi

rencana persediaan dan pengadaan barang, peralatan, perbekalan

berdasarkan kebutuhan.

Tugas Pokok:

2 Membuat rencana kerja persediaan barang dan peralatan perbekalan
berdasarkan kebutuhan dan realisasi pemakaian sebelumnya.

b. Memeriksa administrasi perbekalan sesuai dengan keluar masuknya
barang.

Menentukan jumlah minimal barang vang harus tersedia di gudang

2]

berdasarkan pemakaian barang sebelumnya.
d. Mempelajan, mengikuti  fluktuasi harga-harga  satuan baik
berdasarkan ketentuan PT. PLN (Persero) maupun harga dipasaran

untuk bahan pedoman pengadaan.

.. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperast (PUKK)

Fungsi :
Memeriksa kelayakan usaha kecil dan koperasi vang akan diber,

mengawasi dan membina pelaksanaan bantuan tersebut, serta membuat
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daftar usaha kecil dan koperasi yang berkala.

Tugas Pokok:
Menyusun rencana kerja seksi PUKK sebagai pedoman kerja.

b. Merencanakan serta membina usaha kecil dan koperasi yang akan
menjadi mitra binaan.

¢. Mengarahkan dan memberi petunjuk anggota da ncalon anggota
usaha kecil dan koperasi dalam mengelola usahanya.

d. Mengklasifikasikan dan menetapkan usah kecil dan koperasi yang
banyak diberi bantuan.

I-. Kepala Seksi Kesekretariatan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan meliputi surat

menyurat, kebutuhan fasilitas atau sarana kerja dan pemeliharaan sarana

kerja sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Tugas Pokok:

a. Menyusun rencana kerja seksi kesekretariatan sesuai dengan rencana
kerja bagian, sebagai pedoman kerja.

b. Mengatur penerimaan dan pendistribusian surat-surat sesual dengan
jenis surat dan proses selanjutnya.

c. Memeriksa kegiatan inventarisasi sarana kerja untuk kebenaran

penyajian.

V. Kepala Ranting
Fungsi :
Merumuskan sarana kerja ranting serta mengkoordinasikan ~ dan
mengendalikan bawahan rangka membangkitkan, mengoperasikan  dan
memelihara serta mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen dan

pengurangan susut KWh terjual dan jumlah sambungan terpasang.
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Tugas Pokok:

2

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta
kelancaran pelaksanaan tugas.

Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan
pengeluaran uang, surat perintah kerja dan surat dinas resmi yang
dilaksanakan oleh ranting.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas di seksi-seksi untuk mengetahui apakah
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan ranting sebagal

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala cabang.

Kepala ranting membawahi :

A. Kepala Seksi Distribusi

Fungsi:

Mengawasi  dan mengarahkan  langkah kegiatan  perencanaan

pengoperasian dan  pemeliharaan jaringan distribusiserta perbaikan

gangguan jaringan agar keadaan sistem pendistribusian tenaga listrik tetap

terjaga.

Tugas Pokok:

a. Membuat jadwal kegiatan scksi distribusi dalam rangka pelaksanaan
tugas.

b. Mengawasi pelaksanaan pengoperasian jaringan distribusi.

c. Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi  untuk keandalan
sistem.

d. Mengevaluasi data perbaikan jaringan untuk keandalan sistem.

e. Mengawasi pelaksanaan program pemeriksaan  penerbitan aliran
listrik sesuai target sasaran pemeliharaan.

Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan

Fungsi:

Mengawasi  dan mengarahkan  langkah kegiatan ~ perencanaan,

pengoperasian  dan pemelihara jaringan distribusi  serta  perbaikan
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2.2

B

gangguan jaringan agar keandalan sistem pendistribusian tenaga listrik

tetap terjaga.

Tugas Pokok:

a.

Meneliti dan memeriksa berkas permohonan penyambungan baru
atau penambahan dava dari calon pelanggan atau pelanggan
berdasarkan data teknis dari data terkait.

Mengawasi kemungkinan terjadinya pencurian tenaga listrik secara
terpadu sebagai upaya mengurangi susut non teknis.

Mempercepat proses pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan atau
calon pelanggan sesual kewenangannya.

Memonitor kegiatan tata usaha langganan yang meliputi Kwh terjual.
tagihan rekening, piutang listrik sesuai dengan target yang telah

ditentukan PLN cabang.

Kepala Kantor Jaga

Fungsi:

Melaksanakan pemasaran, operasi dan pemeliharaan, pendistribusian

tenaga listrik serta tata usaha langganan.

Tugas Pokok:

a.

Menyusun rencana kegiatan Kantor jaga sebagai pedoman kerja
didalam pelaksanaan tugas.

Memantau pekerjaan pencatatan meter sesual dengan kewenangan
dan target yang telah ditentukan.

Mengawasi pelaksanaan pembavaran rekening listrik pengesahan.
Mengajukan usulan penambahan perluasan jaringan tegangan rendah.

Mengawasi gangguan listrik.

Personalia

1.

Jumlah Karyawan
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi

mempunyai beberapa karyawan adalah sebagai berikut:
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Bagian Konstruksi Distribusi
Bagian pelayanan Pelanggan
Bagian Administrasi

Jumlah

2. Sistem Penggajian

=1/

- 34 orang
: 29 orang
: 33 orang .

: 98 orang

Setiap karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang

Banyuwangi selain mendapat gaji pokok juga mendapat tunjangan

kompensasi  karyawan = yang

kesejahteraan karyawan.

bertujuan untuk  meningkatkan

Adapun sistem pembayaran gaji yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah:

Tanggal | : Seluruh karyawan mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan,

sedangkan untuk kepala kantor selain mendapat gaji pokok dan

tunjangan pangan juga mendapat tunjangan khusus.

Tanggal 16 : Seluruh karyawan dan keluarganya mendapat tunjangan kompensasi

karyawan dan tambahan gaji bagi karvawan yang lembur.

2.3 Gambaran Tugas Sumber Data Utama

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sumber data utama, penulis

peroleh dari beberapa seksi-seksi diantaranva :

I. Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsinya :

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana

kerja, pemantauan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi.

Tugas pokoknya:

Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi, membagi tugas kepada

bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, membuat laporan berkala untuk

perencanaan, memantau pelaksanaan pemutahiran data dan atau informasi,

memantau kondisi jaringan berkaitan dengan pemeliharaan jaringan distribusi.
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2. Kepala Seksi Pemasaran
Fungsi :
Memberikan pelayanan terhadap pelanggan., memberi informasi kepada
pelanggan yang pasang baru secara tepat.
Tugas Pokok:
Menyusun rencana penjualan tenaga listrik, mencari pelanggan secara selektif,
menghitung rasio daya minimum pelanggan, membuat laporan dafitar
pelanggan, memberi informasi kepada pelanggan secara teknis maupun
administrasi.

3. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan
Fungsi:
Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang anggaran dan keuangan yang
meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan APB cabang, pengolahan
dana, dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan.
Tugas Pokok:
Menyusun rencana kerja anggaran dan keuangan, mengklasifikasikan data
biaya dan pendapatan, mengawasi penerimaan uang dan catatan penerimaan
dan memonitor penerimaan anggaran tunai. serta melakukan kegiatan

perpajakan perusahaan.
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Gambar 1:
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Praktck Kerja Nyata merupakan salah satu program mata kuliah akhir yang
terdapat dalam Diploma III Perpajakan yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa
yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS, apabila kurang dari jumlah yang
telah ditentukan maka mahasiswa tidak bisa melaksanakannya.

Praktek Kerja Nyata tersebut dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan
guna memperoleh gelar Ahli Madva (A.Md) Perpajakan. Praktek Kerja Nyata
dapat dilaksanakan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi
(KRS) di program oleh mahasiswa, oleh karena itu pelaksanaan Praktek Kerja
Nyata harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah
ditentukan oleh ketua program studi dan ketua jurusan.

Mulai tahun angkatan 1998/1999, Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada
perusahaan, BUMN dan BUMD bukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
sehingga mahasiswa harus mencari sendiri tempat pelaksanaan Praktek Kerja
Nyata tersebut. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa di ben
pengarahan oleh ketua program studi mengenai prosedur pelaksanaan dan obyek
Praktek Kerja Nyata. Dalam pelaksanaannya bila perusahaan, BUMN/BUMD
menginginkan adanya proposal untuk mengetahui maksud dan tujuan serta latar
belakang pelaksanaan Prakiek Kerja Nyata maka mahasiswa harus membuatnya
terlebih dahulu sesuai dengan permintaan  Tetapi apabila perusahaan,
BUMN/BUMD hanya menginginkan adanya surat pengantar dari fakultas saja,
maka mahasiswa tidak perlu membuat proposal. Untuk mendapatkan surat
pengantar tersebut mahasiswa harus meminta ijin terlebih dahulu ke bagian
akademik agar dibuatkan surat pengantar yang kemudian disahkan oleh Pembantu
Dekan 1, setelah itu surat pengantar baru bisa diserahkan ke perusahaan,
BUMN/BUMD yang dimaksud. Apabila perusahaan, BUMN/BUMD sudah

menerimanya, maka harus ada surat balasan terlebih dahulu untuk mendapatkan

30
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surat tugas dengan pengesahan dari Dekan. Setelah semua proses tersebut selesai
maka Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan.

Dalam Laporan ini, penulis memilih PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
Cabang Banyuwangi sebagai obyek tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT.PLN (Persero) Cabang
Banyuwangi ini adalah untuk memperoleh pengalaman dan gambaran bagaimana
tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 atas dokter
langganan yang di tunjuk, sehingga dalam pelaksanaanya penulis bisa memahami
situasi dan kondisi sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT.PLN (Persero).

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PTPLN (Persero) Cabang
Banyuwangi ini berlangsung selama 1 bulan yang terhitung mulai tanggal 11
Maret — 5 April 2002. Adapun hari efektif pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada
PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi adalah : .

Senin — Kamis - Pukul 07.30 — 12.00 WIB

Jumat - Pukul 06.00 — 11.00 WIB

PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi terletak di JI. Nusantara No.l
Banyuwangi yang memiliki bangunan dengan 29 ruangan, 2 tempat parkir, 2
gudang, 1 mushola dan 1 rumah penjaga. Perusahaan ini berdin di atas tanah
seluas 5447 m® dan luas bangunan 247 m- . Pada PT.PLN (Persero) Cabang
Banyuwangl yang menjadi obyek Praktek Kerja Nyata adalah bidang perpajakan,
hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data bagian pengenaan
dan pemungutan pajaknya serta pelaporan dan penycetoran pada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP).

Adapun kegiatan penulis dalam melaksanakan Praktek kerja Nyata selama |
bulan adalah sebagai berikut :

Minggu 1. di tenma oleh PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dengan
perwakilan Bapak Umar Faruk selaku pembimbing utama dalam
Pelaksanaan Praktek Kerja Nvata. Sedangkan para mahasiswa
selaku pemagang didampingi oleh supervisor yang di tunjuk oleh

fakultas dalam hal ini yaitu Bapak Joko Poemomo yang
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menyerahkan para mahasiswa kepada pihak PLN untuk di bantu
dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini. Setelah itu perkenalan
dengan seluruh staff dan karyawan PT.PLN (Persero) Cabang
Banyuwangi. Yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara
dengan sie keuangan tentang masalah perpajakan yang ada di
PT.PLN (Persero). Dan kegiatan yang terakhir untuk minggu
pertama adalah mencocokkan PPh pasal 21 atas pensiunan dengan
cara menghitung secara manual.

Minggu 11, mengumpulkan data tentang Pajak Penghasilan pasal 21 atas dokter
langganan melalui arsip-arsip perpajakan terdahulu. Kemudian
melakukan wawancara dengan sie keuangan tentang berapa saja
tarif-tarif yang diterapkan dalam pemungutan pajak di PT.PLN
(Persero) Cabang Banyuwangi.

Minggu III, mencari data tentang Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan
barang dan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa rekanan.
Mempelajari pengisian formulir vang digunakan oleh PT.PLN
(Persero) Cabang banyuwangi.

Minggu IV, mengumpulkan data tentang gambaran umum perusahaan serta
melakukan wawancara dengan sie keuangan dan sie akuntansi. Dan
untuk menutup kegiatan Praktek Kerja Nyata maka pemagang
berpamitan dengan seluruh staff dan karyawan PT.PLN (Persero)

Cabang Banyuwangi.

3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata

Dalam keadaan tertentu, perusahaan kadang-kadang membutuhkan kehadiran
para ahli di bidang-bidang tertentu untuk memberikan konsultasi atau layanan
atas masalah yang dihadapi oleh perusahaan, misalnya mendatangkan akuntan,
dokter, pengacara, notaris, aktuaris. konsulen pajak, arsitek, perancang dan
sebagainya. Atas layanan jasa tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahh tersebut,

perusahaan memberikan pembayaran honorarium. Pembayaran honorarium atau
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pembayaran lainnya atas jasa profesi tersebut, menimbulkan kewajiban bagi
perusahaan untuk memotong pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21.

Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 21 No. 17 tahun 2000 yang di maksud
dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang
dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi.

Khusus terhadap tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli, tarif pemotongan
PPh pasal 21 adalah persentase tertentu dari penerimaan bruto. Pengertian tenaga
ahli ialah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam
memberikan jasanya tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan
bebas). Misalnya, akuntan, dokter, pengacara, notaris, aktuaris, konsulen pajak,
- arsitek, perancang dan sebagainya. Persekutuan tenaga ahli adalah suatu
persekutuan atau partnership yang terdiri dari beberapa orang pribadi yang
mempunyai keahlian tertentu dan yang dalam melakukan pekerjaannya masing-
masing pribadi itu sangat penting. Persekutuan tenaga ahli lebih banyak bersifat

sebagai asosiasi pribadi.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan atas tenaga ahli adalah pasal 21
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pada PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwahgi Pajak Penghasilan atas tenaga
ahli yang diterapkan adalah Pajak Panghasilan atas dokter langganan yang
dikenakan  tiap  bulan. Untuk  itu  berdasarkan  surat  edaran
No.717/547/DIVBENDA/2001 Tanggal 14 Februari 2001 tentang penyampaian
SK Dirjen Pajak No Kep 545/PJ/2000 vang bensikan dasar hukum yang
dikenakan atas dokter adalah Keputusan Dirjen Pajak No.Kep.545/PJ/2000

Tanggal 29 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan,
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penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak ini, maka surat-surat edaran
dan petunjuk lain yang pernah dikeluarkan dan yang bertentangan dengan
Keputusan Dirjen Pajak ini dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku mulai

tanggal 1 Januari 2001

B. Pengertian — Pengertian

Berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No 105.K/7810/DIR/1997
tentang pemeliharaan kesehatan bagi pegawai PT.PLN (Persero), maka dalam hal
ini yang dimaksud dengan :

a  Perseroan adalah PT.PLN (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris
Soetjipto, SH No.169 tanggal 30 Juli 1994

b, Direksi adalah direksi PT_PLN (Persero)

c. Pegawai adalah mereka vang telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan, diangkat dan digaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
PT.PLN (Persero).

d  Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya untuk memelihara  dan
meningkatkan kesehatan pegawai di lingkungan PT.PLN (Persero).

e Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan rawat jalan maupun rawat
inap.

f Rumah Sakit Langganan adalah Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit
Swasta dan Rumah Sakit Bersalin yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit
|angganan oleh perseroan berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk
melayani pemeliharaan kesehatan pegawail.

g, Dokter adalah dokter umum atau dokter gigi yang melaksanakan

penyelenggaraan kesehatan dasar atau pelayanan keschatan tingkat

pertama.
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h. Dokter langganan adalah dokter umum atau dokter gigi yang ditunjuk
perseroan berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk melayani
pemeliharaan kesehatan dasar bagi pegawai.

i, Dokter Spesialis adalah dokter ahli dalam bidangnya yang melayani
pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan keahliannya masing-
masing.

j.  Dokter Spesialis Langganan adalah dokter spesialis yang ditun] uk perseroan
berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk melayani pemeliharaan
kesehata bagi pegawai sesual dengan keahliannya.

k. Poliklinik perseroan selanjutnya disebut poliklinik adalah sarana pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan oleh perseroan.

1 Dokter Poliklinik adalah dokter umum atau dokter gigi yang melayani
pelayanan kesehatan di poliklinik perseroan.

m. Dokter Koordinator adalah dokter yang ditunjuk oleh perseroan untuk
mengelola pemeliharaan kesehatan di lingkungan PT.PLN (Persero) agar
dapat dikelola dan dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan
memperhatikan kepentingan pegawai di satu pihak dan kepentingan

perseroan di pihak lain.

C. Penghitungan / pemotongan PPh Pasal 21 atas Dokter Langganan
Pemotongan PPh pasal 21 atas dokter langganan dilakukan setiap akhir bulan.
Pada akhir bulan para dokter langganan yang ditunjuk menyerahkan bukti-bukti
transaksi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para karyawan di
PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi. Dan bukti-bukti transaksi tersebut
diserahkan ke bagian Keuangan untuk disusun berapa biaya yang harus
dikeluarkan atas kegiatan perawatan kesehatan dalam waktu 1 bulan. Batas
maksimal biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kesehatan di PT.PLN (Persero)
Cabang Banyuwangi per orang sebesar Rp.6500 (seperti terlihat pada lampiran).
Dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan tersebut kemudian dijumlahkan dan

dipotong PPh pasal 21 sebesar tarif vang telah ditentukan. Setelah dipotong PPh
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pasal 21 pihak PLN membuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama dokfer
Jangganan PLN untuk kemudian disetorkan ke Bank Persepsi di mana bank yang
ditunjuk adalah Bank Mandiri. Setelah mendapat tanda pengesahan dari Bank
Mandiri, kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Sedangkan untuk pembayaran ke para dokter langganan itu sendiri adalah
sejumlah penghasilan yang telah dipotong pajak vaitu jumlah dari keseluruhan
biaya perawatan kesehatan selama 1 bulan dikurangi pajak sebesar tanf yang
berlaku pada saat itu.

Tata cara penghitungan / pemotongan PPh pasal 21 ini berlaku untuk semua
dokter langganan yang ada di PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwan gi, baik dokter

umum maupun dokter gigi.

D. Tarif PPh Pasal 21 Atas Dokter Langganan

Tarif PPh pasal 21 atas dokter langganan ditentukan sebagai berikut :

Penghasilan yang diterima oleh dokter langganan dipotong PPh pasal 21
sebesar 15 % x 50 % x jumlah bruto penghasilan dokter sebagaimana keputusan
Dirjen Pajak Nomor Kep. 545/PJ/2000 yaitu tenaga ahh yang melakukan
pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,
notaris, penilai dan aktuaris. Tarif PPh vang diterapkan adalah sebesar 15 %o atau
perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan kepada tenaga ahli. Perkiraan
penghasilan netto adalah 50 % dani penghasilan bruto berupa honorarium atau
imbalan lain dengan nama apapun. Tarif PPh pasal 21 ini merupakan perubahan
dari tarif lama yang menggunakan PPh pasal 21 sebesar 15 %X 40 %x penghasilan
bruto. Karena penghasilan bruto berupa honorarium maka pengenaan PPh pasal
21 atas dokter langganan ini bersifat final. 12
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Dokter Langganan PT.PLN (Persero)

Pembayaran pemeriksaan di Dr.Mochtar untuk keluarga dan karyawan
PT PLN (Persero) Distribusi area Banyuwangi bagian bulan Februari 2002 sebesar

Rp708.000.
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Penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai bernikut

15% x 50% x Rp 708.500 = Rp 53.138.-

Jadi jumlah yang dibayarkan ke dokter sebesar Rp 708.500 — Rp 53.138 =
Rp 655.365.-

E. Cara Penyetoran dan Pembayaran PPh pasal 21 atas Dokter Langganan
Cara penyetoran PPh pasal 21 untuk dokter langganan pada PT PLN (Persero)

Cabang Banyuwangi adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang

diperoleh dari kantor pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2000

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksudkan dengan

SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran

atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau

bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh

Menteri Ketiangan. SSP ini selanjutnya digunakan sebagai bukti dan laporan

pembayaran pajak.

Batas waktu penyetoran dan pembayaran pajak ini diatur sebugai berikut :

a) Pembayaran Masa
Batas akhir penyetoran dan pembayaran PPh pasal 21 dilakukan pada tanggal

10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

b) Pembayaran kekurangan pajak vang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus
dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

¢) STP. SKPKB, SKPKBT. Surat Keputusan Pembetulan. Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yvang harus
dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu | bulan sejak tanggal
diterbitkan surat-surat tersebut.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka
pembayaran/penyetoran harus dilakukan pada hari kerja benkutnya Setiap
keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 %o sebulan untuk seluruh

masa, yang dihitung sejak saat jatuh tempo
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SSP yang ada, terdiri dari lima lembar yaitu :
Lembar 1 untuk arsip wajib pajak

Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN

Lembar 3 untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP

Lembar 4 untuk bank persepsi/kantor Pos dan Giro

¢ & o * o

Lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

F. Cara Pelaporan PPh pasal 21 atas Dokter Langganan

Pelaporan PPh pasal 21 atas dokter langganan pada PT.PLN (Persero) Cabang
Banyuwangi adalah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.
9 tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun
2000 menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembavaran pajak obyek pajak dan atau bukan obvek pajak dan atau harta dan
kewajiban, menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengisian SPT harus dilakukan dengan benar. jelas dan lengkap serta dapat
memperhatikan  petunjuk-petunjuk pengisian yvang sudah ditentukan oleh
perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan SPT kepada KPP dibedakan menjadi dua yaitu :

| SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak

5 SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau

Bagian Tahun pajak.

Penyampaian atau pelaporan SPT Masa dilakukan paling lambat tangpal 20
bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan penyampaian
SPT Tahunan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.

Pelaporan setiap bulan takwim disertai dengan daftar pemotongan PPh pasal 21

bukti pemotongan dan SSP lembar ke 3, atas keterlambatan diri wajib pajak untuk
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melaporkan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp.” 50.000;
untuk SPT Masa dan Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan.
Tata cara pelaporannya yaitu dengan menggunakan :
+ Surat Setoran Pajak (SSP)
¢ SPT Masa pasal 21 dan pasal 26

¢ Bukti pemotongan

3.2 Penilaian Terhadap Lembaga
Quatu lembaga dikatakan telah melakukan kewajiban perpajakannya

bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, PT.PLN (Persero) Cabang
Banyuwangi yang berstatus sebagai wajib pungut dan waijib potong dengan nomor
NPWP 1.001.625.3.627 melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan
menggunankan Self Assessment System dimana semua kegiatan perpajakan
dilakukan oleh pihak PLN sendiri.

Untuk itu dari pengamatan penulis yang didasarkan pada cara penghitungan
dan bukti-bukti pembayaran/pelaporan maka penulis berkesimpulan bahwa :
1. PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi telah melakukan pemotongan beberapa

jenis pajak penghasilan, salah satu diantaranva adalah Pajak Penghasilan atas

Dokter Langganan di mana tata cara yang dilakukan sudah sesuai dengan

Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 545 PJ 2000.

N

_PT.PLN (Persero) Cabang Banyvuwangi melakukan penyetoran pajak dengan
menggunakan SSP ke Bank Persepsi vaitu Bank Mandiri tepat waktu.

3. PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi juga melakukan pelaporan SPT Masa
maupun SPT Tahunan PPh pasal 21 yang telah diisi sesuai dengan petunjuk
pengisian dan yang telah ditandatangani oleh Kepala PT.PLN (Persero) Cabang
Banyuwangi dilakukan sesuai dengan jangka waktu pelaporan ke KPP
setempat.

Dari beberapa kesimpulan di atas penulis menilai bahwa kewajiban perpajakan

yang telah dilakukan oleh PT.PLX (Persero) Cabang Banyuwangl sudah berjalan
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikair
dengan pelaksanaan perpajakan yang rutin dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perpajakan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
Penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang juga dilakukan secara kolektif oleh

pemotong, dalam hal ini PT_.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.
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IV. PENUTUP

Tahap akhir penulis laporan hasil Praktek Kerja Nyvata adalah penarikan atau
pengambilan kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sistem perpajakan yang
diterapkan oleh PT PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dianggap telah sesuai dan
relevan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengacu pada Undang-
Undang No 10 tahun 1994 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No 17
tahun 2000 tentang PPh khususnya pasal 21 mulai dari melakukan pemotongan.
penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas dokter langganan. Dengan demikian
PTPLN (Persero) Cabang Banyuwangi diharapkan dapat menjadi panutan bagi
instansi atau lembaga yang lain atas ketaatannya sebagai wajib pungut dan wajib
potong dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akhimya semoga laporan
hasil Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna

semuanya baik penulis sendiri maupun semua pihak vang membacanya.

Q ik UPT Perpustakaan
i “’E{éﬂ‘.ﬁo JENGER

41


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Pajak. 2001. Surat Edaran No 717/547/DIVBENDA/2001 Tanggal 14
Februari 2001 tentang penyampaian SK Dirjen Pajak No. Kep.
545/PJ/2000

Mardiasmo. 2000. Perpajakan edisi revisi 2001. Bulaksumur: Andi Yogyakarta

Prakoso. K. B. 2000. Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal. Yogyakarta:
Ekonosia Yogyakarta.

Redaksi Sinar Grafika. 2000. #Ph. Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan.

Waluyo dan W. B. llyas. 2000. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

% FARULTAY ILVIU 5051AL DAN ILMU POLITIK

P<iios JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp.(0331) 335586 - 331342, Fax, 0331+ 335586 Jember 68121
Email * Fisiptnej @ jember, wasantara.netid “Telp. (0331) 332736

SURAT-TUGAS

No.: 7¢(" /325.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah inj -

| No. Nama NIM
1. Dian Nofita 99- 1159
2. Aan Sundriana .| 99-1111
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SURAT KETERANGAN

Kepala PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi
Dengan ini menerangkan bahwa :
i
=
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% UNIVERSITAS JEMBER
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Telah melaksanakan PRAKTEK KERJA NYATA di PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi tanggal
11 Maret s.d. 05 April 2002.
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)y DEPARTEMEN KEUANGANRI, | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR‘ 1 .
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk Arsip WP

---------------------------------------

o L e L L L

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MIA TP £ .vucocssi sonbiiosminmonirssbnavamenss s uaaREaE HoR N USSR TPy onamn as d ey e I3E

AMAT s vssicn s e aiee s AR S A« 0 a4 43,454 § 64 488 S EA RIS TY RS A iy e
AP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

|||“ ||| .......................................................................

......................................................................

Masa Pajak Tahun

n | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags Sep | Okt | Nop | Des

tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

mor Ketetapan :L l | 4‘/\ [ IJ/I iJ/' l l ‘/\ ‘J

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
alah Pembayaran WEOAANG: © <. ohscasvniovan stimosanasions onn bnss ATBRISRERSS o34 v vawt s xtmmomiey
dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
TRV <555 vuswisossnesaimunt TSR B |5 48  SessRiRRE e e s 88l seceseniasons
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
AMA JElAS : cuvererrrrieiaiisrannssasssirnsnsnsasassasnsacsen Nama Jelas : ..ccovvueirrrenrnrenciesaciisrorraranssnnacacaensss

ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

'suai buku petunjuk pengisian

).32.01
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DIREKTORAT JENDERAL/ PAJAK
RAIIRSEREL A s (SSP) Untuk KPP melalui KPKN

BN DEPARTEMEN KEUANGAN R.1, | SURAT SETORAN PAJAK LEMBARI 2 ‘

we L0 LIl LRl

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MAWP

.................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

\P/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran

T R

Masa Pajak Tahun
n Sep | Okt | Nop | Des l 1 l

Diisi tahun terutangnya pajak

Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags

tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

AL AR AT e

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

nor Ketetapan :I I

1lah Pembayaran Terbilang

dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ......coveveniannnnens

Cap dan tanda tangan

amMA JEIAS  ceverrerreesssssssnnssensassnsossstsanecensnasons Nama Jelas :

ing Validasi Kantor Penerima Pembayaran

---------------------------------------------------

suai buku petunjuk pengisian

.32.01
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.1 SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 3
/ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK l I
/ KANTOR PELAYANAN PAJAK (S SP)

---------------------------------------

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

FEEEERENSEEER SN ..

WP :

esuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP} cuvenconenssbnvssnissasses saosesss s vononesssss s3ussssssasanaars vion s vnneess

AMAT v oo A SR SR Svie 8w ey b RS i SO AR S A e
P/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

JJ_J_J ||! .......................................................................

......................................................................

Masa Pajak Tahun
. | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags Sep | Okt | Nop | Des ‘ | l |
Diisi tahun terutangnya pajak

anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

10r Ketetapan Ll l l lJ/ I IJ/| ‘J/l 1 IJ/. LJ

«esuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

lah Pembayaran Terbllang B e s el e e sl e A o ISy (56 4 e R S S B WS

{engan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
TANEREN....cccsnnsaimsviomine. | L L A |0 sAsisssiaseepsriiiecns S BBl ciovisiaacons
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
AMNA JElAS T cuvnrnrreniiriiseesitsresaritananenaaassnsans NAMA JEIAS : ovvrrenrrerusrosirsnnssrsssssaananassnsesesnees

ng Validasi Kantor Penerima Pembayaran

uai buku petunjuk pengisian

.32.01
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S SP) Rk itk
....................................... Kantor Pos & Giro

@ DEPARTEMEN KEUANGANRI | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR ‘ 4 ‘

we L loepeeeeger et

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

T R TR D R s i
LAMAT B e s SR e A i A AR SR (PRI e s e an e Y S ARG R 0
AP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

l||\J llll .......................................................................

Masa Pajak Tahun
n | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags Sep | Okt | Nop | Des I l l ‘
" Diisi tahun terutangnya pajak

i tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masd yang berkenuan

mor Ketetapan Ll l J/l \ I J/l ‘Jll l ]J/l 1 i

i sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

nlah Pembayaran TEEDIIAIE © -..ooenonsvnosnsnnsavansanossoiiys e sabamamas.covensnbes saiieseste o]

i dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
TSR] 155 saanssvacnsiBones U S B (05 © Eesaaan e Y LT —
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
NAMA Jelas : cooveerriitinannreretaronsicnsicnsasesassnnsnaeane NAmMa Jelas ¢ couveveeircesarsncnsasssesssnsnsascssssannsnanceces

ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

esuat buku petunjuk pengisian

0.32.01
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S

@ DEPARTEMEN KEUANGAN R HSURAT SEFTORAN PAJAK LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
§ ) (S SP) Untuk Arsip Wajib Pungut
: atau pihak lain

EAEEEREE AR

wp :

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

BER TR 5 s eieon ioemmivin sl £ it ek 4w i s 58 T8 S50 MRS 107 Sl e

AMAT e seuga s ana s e NGRS € 65 8 S S s e e A iy Wi e A 4R 8

o A o— -

\P/Eode Jenis Pajak

Ll f ]

Kode Jenis Setoran

Masa Pajak Tahun
1 ' Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags l Sep | Okt | Nop | Des
| | | | 7J | Diisi tahun terutangnya pajak
anda silang pada salah satu kolom bulan untuk mdsd yang berkenaan
. Catotans . | | | A O B A JFiEA
nor Ketetapan | i 1 l l | / L ) _ 2SN
sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
ilah Pembayaran Terbllal]g .....................................................................

lengan rupiah penuk

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal ..ccooveierercncasnses

Cap dan tanda tangan

....................................

Cap dan tunda tangan

Nama Jelas : ..ccoouees

uma Jelas : ....... SR B, o iy ness s Ta R e i nsd

ng Validasi Kantor Penerima Pembayaran

uai buku petunjuk pengisian

32.01
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AINEDAVUNAL JILINLVLDAAGA S ORI ERER

Lembar ke J untuk . remolong rujas

Nama Wajib Pajak
NPWP

Alamat

Perkiraan -
Penghasilan Neto *)

1. Honorarium P L L A AR,

2. Upah Harian,
Mingguan, Satuan,

Borongan, Uang S |5 RTTR - T

Saku Harian

3. Honorarium atau
imbalan Lainnya
yang dibayarkan

kepada Tenaga Ahli @ Rp. ...ooiiinns

4. Penarikan luran
Dana pada Dana

Pensiun TR <o TR | e

5. Imbalan Lainnya A -7 TSR

.......................................... B .80 coiiitonns vnressrasnens

JOMEAR B siarmsiegiis

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas
merupakan angsuran atas Pajak Penghastlan yang
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Simpanlal bukti pemotongan ini baik-baik dan
beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan :

2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama
NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

K. PPh. 2.1/ BP - 95

Nama b R et - e PR
NPWP 3 e e i T ot W s S5
Alamat R B SRR e e e
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ITKERITURAL JENUERAL FAJAI Lembar ke 3 untuk : Pemotong Fajax

Nama Wajib Pajak E s e S S T TR R B S e Sl A by s e s A SR R AR
NPWP e oI -5 s e e e
Alamat 2 LT~ o O, W, ORI 16 T

1. Honorarium e R ey =] eeesssessncnai B i deiiisaviacioti
2. Upah Harian,

Mingguan, Satuan, =

Borongan, Uang 0 V. . I, -

Saku Harian
3. Honorarium atau

imbalan Lainnya

yang dibayarkan

kepada Tenaga Ahli @ Rp. ... innenn Aupiesmesese) | gmtmeresssssdess B, i i o sissisis
4. Penarikan luran

Dana pada Dana

Pensiun 3 R i o ORI, - RSl s R e B s
5. Imbalan Lainnya S R oo e pe e s o ook o RURTESY | | wiSAARESLIEA RP. «osusitiernraneanahisnesssse

JUMLAH e o SPORAT

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas Nama NP e TR | O RE ARt
merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang NPWP
terutang untuk tahun pajak yang bersanghutan. Rl R e e
Simpanlah bukii pemotongan ini baik-baik dan Alamat o WO W EENRIL i R P

beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan :

2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutani
NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan Tanda tangan dan cap

KP. PPh. 2.1 / BP - 95
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w DIRERIURAL JENULKRAL EOJ A Lembar ke 3 umuk : Pemotong Fajak

Nama Wajib Pajak e S R s S AR e e e R SR s S A DR B A FA AT R e
NPWP RO - PP R SRR T
Alamat e b B TS RIS e €t e ok OB o e o BN R N A T

1. Honorarium P T = RP: i T asis iy
2. Upah Harian,

Mingguan, Satuan,

Borongan, Uang t R aseeessnoge ey [ SR QECRN| weveseblenpm 27 T W AR

Saku Harian
3. Honorarium atau

imbalan Lainnya

yang dibayarkan

kepada Tenaga Ahli : Rp. ....ocoiniiiiiiis s i i | s sasesmasas T S PR
4. Penarikan Iuran

Dana pada Dana

Pensiun ¥ Rpcrescs i i vees - 000 s [ R iciinnnevinssdosbansronaser
S. Imbalan Lainnya ) Lo ESSOSIeNt S R P SR R siaatliasovswcamspersassess

JUMLAH )i R e

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas Nama T oebeand e e A e S A e e PR Sl v, 0 4 0K A
merupakan angsuran atas Pajuk Penghasilan yang NPWP ¢ oo
s il i i bersogta. | O N0 Bl A NN o
Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan Alamat . P W RIS Y

beritahukanlah jumlah yang telah diporong ini
dalam Surar Pemberitahuan Tahunan :

2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama
NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan Tanda tangan dan cap

KP. PPh. 2.1 / BP - 95
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh Ps. 21 DAN 26
(KP.PPh.3.1/DBP-95)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan lajak (KPP)

(2) Diisi dengan masa dan tahun pajak PPh Pasal 21 dan 26

(3) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan

(4) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26

(5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26

Kolom 1 s/d 7 : cukup jelas



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh Ps. 21 DAN 26
(KP.PPh.3.1/DBP-95)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

(2) Diisi dengan masa dan tahun pajak PPh Pasal 21 dan 26

(3) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan

(4) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26

(5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26

Kolom 1 s/d 7 : cukup jelas

——
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

'@ DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLLK INUURESLA

Y i) KepatajKantdr PelayandnRajak
................................................. (1)

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

Identitas Pemotong Pajak :

NPWP L] lLJ_J_J[_I\ | | |-

Nama

Alamal

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk MAasa ... tahun ... (3)
dan telah disetor tanggal ... (4) adalah sebagai berikut :

Jumlah umlah
Bpectass Pecghisias [ £ R e Pengtfa(slizlg;l Bruto ¥ -
(1) (2) (3) (4) (5)
Pegawai Tetap 0111/100
Pegawai Tidak Tetap yang PPh
terutangnya ditanggung Paserintah T b || s penansaseisteiioty | MRS SR e eerth s GR Y
Pensiunan dan Penerima
Pembayaran berkala Lainnya 0111/100
Pegawai Harian/Mingguan 01114100 | cviciicicmiincisior | seessmisnesponnesnenss . sells
Pegawai Satuan DILIFI00 | oociiniinecmiinins | worisvsamsmenenensagenes
Pegawai Borongan CRI 1 o SN (| SN A e Tl i il s
Pegawai Honorer QUM T [ iiiitiasnrson || avrenstonsoorsarstiss coaiainsiss

Mantan Pegawai yang menerima
Jasa Produksi, Tantiem,

Gratifikasi dan Bonus. OIVTI00. | covmsssssccisaomsins i enmmsenmmmessssratrrenvane: o dgpdiarad
Penarik dana pada Dana
Pensiun OLLNHI00 | ccvvvissemsminivnanss | ssssmssmnresamsessssnnoreiaens S
. Petugas Dinas Luar Asuransi 0111/100
. Petugas Penjaja Barang
Dagangan OLET100 e mnmmtne | oiltman s stemtiasiiso-- g || Rimadis s ammanierigiran sones
' Distributor MLM/direct selling CIN00, b e NI, AR o ot Sl [ cociemeeosomees i e ey
j. Tenaga Ahli OTEII000] siteisiimsisomniminns | Ronararas el s Teabinasibinssrst | siemeusssysnsensitosnsssnimataiiins

|. Penerima Honorarium atau Imbalan
lainnya OIINTI00 | uitovsisizznasnencens

. Pegawai dengan status Wajib Pajak
Luar Negeri O117/100 | coereiiniannsaenas BT B e TR T T
JUMLAH R e e s
iperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya | e e T

Ph Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum
pchbgan e

‘erbilang : P es 0 e P e R e e P J

*} coret yang tidak perly

.32.01


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

@ DEPARTEMEN KEUANGAIN REFUDLEG, MRTSAESE

Yih. KepalayKantér-Relayanin-Pajek

................................................. (i)
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
Identitas Pemotong Pajak :
NPWP T T T Y I
Nama
Alamat
Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk MASA ..ot tahun .....ccceee (3)
dan telah disetor tanggal ... mnneinenensinss (4) adalah sebagai berikut :
Golongan MAP/ Jumish Jumlah PPh yang di
i i c Penerima Penghasilan Bruto yang dipotong
Penerima Penghasilan KJS Penghasilan (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pegawai Tetap 0111/100
Pegawai Tidak Tetap yang PPh
terutangnya ditanggung Pemerintah, WL | L ASmER | St | dp RS SRS
Pensiunan dan Penerima
Pembayaraﬁ berkala Lainnya 0111/100
Pegawai Harian/Mingguan 01117100 | ot | sevisummabisinsienisiinsssesnnsnnaganes
Pegawai Satuan (VTR U210 [ (OO e e S
Pegawai Borongan (0181 74 00 N IR PRUIE (I PPPPR e
Pegawai Honorer OFLIN00. [ oosimiecsaiiises | fusbisiianinianssenssteoncenensannenia
Mantan Pegawai yang menerima
Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi dan Bonus. 0111/100
Penarik dana pada Dana
Pensiun 01117100
). Petugas Dinas Luar Asuransi O THTAD0! et nimncsaibe [ vavomaissaasenbionashissapnssnpsiociol | Bageisis e iaaisiirbbeemitsa Ebinarr  naratoese
|. Petugas Penjaja Barang
Dagangan 01117100
1. Distributor MLM/direct selling 0111/100
1. Tenaga Ahli 0111/100
1. Penerima Honorarium atau Imbalan
lainnya OLIVIO0D | sitaiinusisa
;. Pegawai dengan status Wajib Pajak
Luar Negeri 0117/100
JUMLAR | otensprenisssissiiin } ot e e
iperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya
Ph Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum
iperhitungkan
‘erbilang :

*) coret yang tidak perlu

1.32.01
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ajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Jumlah Junileh i
Penerima Penghasilan MAPI Penerima Penghasilan Bruto PRRahg dipotang
KJS | Penghasilan (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) . (4) (5)
1. Penerima uang Pesangon, uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari
Tua/Jaminan Hari Tua yang
dibayarkan sekaligus DEVEADL | o i | cvirverereesenssnsssssussiosnssrisisiseas | sttisnssaisisasassiviiansbesissanisansnseares
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI/POLRI dan
Pensiunan yang menerima
Honorarium dan Imbalan lain
yang dibebankan kepada
Keuangan Negara/Daerah QL7105 | oniiiirsssnennenine | wivssraeneeassesassissasresaronssnssnasion | daseiisioissasessivnisnasosassssissoasssnsenae
JUMLAH | ceiiiiommenionssstinisninsseansans | sessessssntrssinistisnsai eyt
TEEURURINE. T oo erveruilitennylos oo e33R 55 s Ty s AR s o G PO ARy aptaaisnrsssi sl suss st WS g conn P HORR =)
*) Jumlah PPh yang dipotong
C. Lampiran :(5)
( ) Surat Setoran Pajuk sebanyak e lembur.
( ) Surat Kuuasa Khusus/Surat Kelerangan Kemalian.
( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atuu Pasal 26.
( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ......... ... lembar.
i . Pernyatain:
Bersama ini saya menyatikan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.
................................................................. 20 ..... 10)

Pemotong Pajuk/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap

hal 2 dari 2

.1.1.3201
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1jak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

’ Jurlah Juhilah ; i
Penerima Penghasilan MAP) Penerima Penghasilan Bruto PRAAng dipotong
KJS Penghasilan (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Penerima uang Pesangon, uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari
Tua/Jaminan Hari Tua yang
dibayarkan sekaligus OFTABY | .oiveiisvsnensnsnesns || | smrssisissstsnisismmiubassspsscsswsizessin (| sosvessanrssaniearpsasraennssasssisuntstsdeases
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI/POLRI dan
Pensiunan yang menerima
Honorarium dan Imbalan lain
yang dibebankan kepada
Keuangan Negara/Daerah O119/100 | coveeeeiveersvemnnns | crivsssiissasssiessmssannsianaressaranas
JUMLAH | immmmisisssininiagin | seiesisrsessianiianties ot
TEARRUING 7 ovorcornpgilinronessbioressiviessss - aiERmmatii bRt s i vidsnts A oc R 1 <o Rt = FEHRRPASHS osbasendisssnscs s Hl ooy e e MR *)
*) Jumlah PPh yang dipotong
C. Lampiran :(5)
( ) Surat Setoran Pajak sebanyuk o lembur
( ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.,
( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atuu Pusal 206
( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasul 26 sebunyak ........... lembar.

1+ Pernyatain:

*1.1.32401

Bersama ini suya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lerzkap, dan tidak bersyaral.

Pemotong Pajuk/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap

hat 2 dari 2
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Telah terima dari PT. PLN (PERSERQ)UNITIBISNIS DISTRIBUSEIAWA TMUR AREA PELAY ANAN BANYUWANGH bangsebanyak Rupiah

TERBILANG

Rp-1655. 262

Kode Perkiraan .

URAIAN
Do Ay - il e i 1 h 1~

keluarga & karyawan PT.PLN (Persero) Distribus]
area Ranyuwangi bagian bln Februari 2002 4=

Kode Pos Anggaran :

potongan PPh pasal 21=7,5%

B 708.500

i

Riaya pemeriksaan

Potongan £ B 53.138 L
Jml yang dibayar = % 655.365 \
Mengetahui : SRSV | "W I < as ianteanae sk - 5o ves sy s Tea TRams ST
Manager Area isman 4D & Xeu Tanda tangan yang meneritna
LSUWANDOROLBE....... ... RPN .. VO W
Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

1204 A/S7
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Dari MORO&SDM' ................ M EM 0
HAL Permintaan FPPFK.
: D essmsessssvamssesssssesRtsinsttItsIRsETEItreRIRTInLS B W I 12 F‘ml awzl.g

chada ”mmym.

.....................................................................

JI.KH. ua.chid Ha'm K°o47 %1?.42?747.

.............................................

Bersama ini kami mengajukan permohona permintasn
1, PPPK. KOMPLIT dengen kotok. satu pakets -

2, PPPK. KOMPLIT TANPA KOTAK, Satu:paket.
Sekisn dan trima kasih,

'odel No. 1021/ 96



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember
JUMLAH KARYAWAN PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR

CABANG BANYUWANGI

NO JABATAN JUMLAH J
1 Kepala Cabang 1 i
2 Fungsional Ahli - JI
3 | Sekretaris Kepala Cabang | %
4 | Kepala Bagian Konstruksi Distribusi 1 J
5 Sie Perencanaan Distribusi 4 “
6 | Sie Konstruksi Distribusi 3 j
7 | Sie Operasi Distribusi 15
8 Sie Pemeliharaan Distribusi 5 J|
BE) Sie Listrik Desa 2 '
10 | Sie Peneraan 5
’,7 TT(LTP;“{ Bagian Pelavanan Pelanggan ‘B - y ]
k 12 | Sie Pemasaran 4
‘r 13 | Sie Administrasi Pelanggan 7
.}- Ir"?icil’cnagihan = 8
[ _I‘ﬁl Si:?l’efyénﬂvungan 6
'i 16 L Sie peﬁg(xiahanﬁléﬁi ' Y i [T} 3 N
pﬁfSie—f‘eiuzalatan Meter A i P4 -
L -
| 1§ | Kepala Bagian Administrasi |
L ?eil{epega\\'aian 5
20 " Sie .-\ngg;u_'an fcila_mlan \ - s [ &
51| Sie Akontans T AT el S
- " Sie Perbekalan = L 3 N )
oy ! Sie Sekretans dan Umum ) N, 6
24 Sie PUKK E o N i 8
55 TRanting Rogojampi L s Yaeaw |/
E 26 _él__RE;uing Genteng Y s - 1Y
! A B RSniing NMuncar m > 3 8 — J
28 | Kantor Jaga Wongsorejo K} !
L) Kantor Jaga Jajag . - r el = e
W Kantor Jaga Srono |
il , Kantor Jaga Kestli -
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A3 AN YO

PT.PLN (PERSERO)
Distribusi JawaTimur
Cabang Banyuwangi

DAFTAR DOKTER, RUMAH SAKIT DAN APOTIK LANGGANAN

DOKTER LANGGANAN

I. Dr. Mulyadi 6. Dr. Wirianto (Rogojampi)
J1. Banterang No 27 BWI JI. Raya Kabat

2. Dr. Mochtar 7. Dr. Wahyu Hartono (Muncar)
J1. Dr. Soetomo No 46 BWI J1. Raya Muncar No 101

3. Dr. Liastutik 8. Dr. Budario (Genteng)
J1, Penataran Banyuwangi 9. Dr. Rio. W (Genteng)

4. Drg. Bachuar
J1. Jaksa Agung Soeprapto No 59 BWI
Drg. Ny. Tri Rudiati

N

I Jendral A Yani No 94 BWI

RUMAH SAKIT LANGGANAN

. RS. Fatimah

‘ad

RS. Yamin

J1. Raya Jember No 25 BWI J1. Letkol Istiglal BWI
2 RS Islam 4. RSL . Poliklinik dan Puskesmas
J1 Basuki Rachmat No 113 BWI se-Nabupaten Dati 11 BWI

APOTIK LANGGANAN

Il 3. Blambangan
I dendral A Yani No 47 BWI J1. Aipda KS. Tubun No 6 BWI
2 Pruma

11K H Wachid Hasymm No 47 BWI

Bany uwangi, 26 Januan 1998

KEPALA

SUWANDORO. BE
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PT.PLN (PERSERO)
Distribusi Jawa Timur
Cabang Banyuwangi

s sniyaac=6:9 Al

Aturan Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Bagi Pegawai PT.PL\ (Persero) dan Keluarganya
( Pasal 27-Kep Direksi PT.PLN (Persero) No.105.K/7810/1997 )

[7 -P;iﬁ)atan Rawat
Jalan yg dilakukan di:

- Dr. Langganan

——y =

- Dr. Poliklinik atau
-Dr. Umum & Dr.

- Dr.Gigi Langganan |

1 ‘
i Rujukan :
I
|

Tidak Perlu

Gigi di Rumah

| Sakit Langganan

"Dr. Spesialis  di

-,— ~ Perlu

Beban Biaya

|

Keterangan

PLN 100 %

PRI 100 %

i

=t =

Restitust 100 %%

' Rumah Sakit
; Langganan

| Dr. Umum & Dr. (?g'i
| di PUSKESMAS

| Dr. Umum & Dr. (i|g|.

Tanpa

Tidak Perlu

Yang Bersanghutan

Yang Bersangkutan

[anpa Restitusi

Restitust 100 %o

Restitusi
maximum sesual
tanf dokter

 langganan
Restitust 50 %q

tak di langean Tanpa  Yang Bersangkutan
[ D Spcsiahs Perlu Yang Bersangkutan
L anpa

Yang Bersangkutan

Tanpa Restitus
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Dot Naane kuryowesLwat dun penspanan PTPLN BANYUWANGI
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PT.PLN (PERSEROQO)
Distribusi Jawa Timur

Cabang Banyuwangi

Daftar pemotongan PPh pasal 21 dan jumlah yang harus dibayarkan ke Dokter Langganan

di PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi untuk bulan Februari 2002,

1. Dr. Mulvadi Pemotongan Rp 48.750
Biava pemeriksann Rp 930,000 Jwmlalh sang dibayvarkan © Rp 601.250
Pemotongan Rp 69.750
Jumlah vang dibavarkan - Rp 680 250 6 Dr Wiranto

Zuna pemenksaan Rp R0 04)0)

2. Dr. Mochtar Pamotongan Rp 60,000
Buna pemenksaan Rp 708 300 fnbiah simge dibasackan - Rp 740,000
Pemotongan Rp 33 13%

Jumlih yang dibavarkan . Rp 6335 503 Or Wahyu Hartono

v pemertksaan Rp 706 000
3. Dr Liastutik Fomotongan Rp 32 500
Buava pemeriksaan Rp 730 00u Jmmdah vang dibayarkan  Rp 647 300
Pemotongan Rp: St250
Tl vang dibivarkan— Rp 693 7560 8 Dr Budisno
2unva pemertksaan Rp 730.000
4 Die Bachiar Zeolongan Rp 36.250
Hiava pemerihsaan Kp 645 000 fumlah vang dibavarkan ~ Rp 693 750
Pemotongan Rp 48375
ekl vame dibanaihan Rp 3496 628 Y Pr Rio, W
Erava pemenksaan Rp 750 0o
S Ny T Rudiaty Pemolongan Rp S6.250
i pementhsaan Rp 630000 lumlah yang dibayarkan ~ Bp ov3 750
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AR AL, xuhnun; Jadii gejelllsnya kecuall sabun gatal hijau i
*nrhdﬂzal &
'._ ¥HEGBUR - dan sasjﬂniam'@
'HANO‘STOL SYRUP LA
*BERSODYNEr dan Bejenjsnya
PhHOL TALK ddn ba)enianya kecuali

: HEROCYHN
4 tﬂTaP“X' :

?cou(TLRPALN \ i :
nAQ&AH CAHPURAN ) dan. semua jenls obat gosok lainnya
IKGH ‘VAPORUB - - . :

5 ;,-‘.SALO{“AE: ')

_ - OVALT \HL }

13::1 CALSIUY ANl)uS
'j;}SUPHAD eapd |

95 gHEHAVIilN CAPS
1 HORMEVION CAPSY
"gnEpARVITQNICAPS'

;NUTROT“[I55 CAPS

CHINYAK KAYU PUTIH )

Zuluvnx.“shun ’

dan semua jenis susu, makanan tambahan dan lainnya.’

R VAN l:null\l("‘n.l\‘h
f523?!P[WJML'
p ) 2&-&- “Af’l\“ E

TR TVERBAL .
PLRS i - -

MINYAK. GOHDOPUHO

|
I

) dlganti oleh Perusahaan sampai bayl berumur 3 bulan
) dan pengnmhtlan max imuim 50 cc. -

)
@’
)

i digdanti oleh Perusahaan bila terdapat luka (bukan-
) untuk persediaan) R

,ghﬂuﬂuln
STEUSOPLAST - b
THANDYRTASY & 1) L, '

ORA'T LUAR- NEGERL (bukan assembllng dalam negetl)

(OBAYL '/ KOSHET I KA pada wmnnya

1--ODAT--OBAT pada wirunnya yang dtmlnta pegaval/permintaan untuk persadlaan
Jtilnmah ‘ :

‘Losabut dlataa dapat diganti penuh oleh Perusahaai: -

_”du?“l“u!dm obat.

'1leu penﬂe"ltd dildHaL (menqlnap) di Kumah Salcit.

a i APl I‘}‘h

L ' Surahaya

T1 R o T e S
X Mo sl

<2 :.; -2
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PT. PLN (PERSERQ)
. DISTRIBUSI JAWA "f'iMUR
: CABANG BANYUWANGI

L
+

r

DAFTAR OBAT-OBATAN ‘DAN ZAT KESEHATAN / PERAWATAN?BADK&
YANG TIDAK HENDAPA'I_' PENGGANTIAN DARI PT. PLN (PEBSERQ)
L 3

i ; f

i. Segala jenis sabun.

2. Segala jenis pasta gigi dan obat pemutih ®igi.

3. Segala jenis minyak rambut.

4. Segala jenis bedak dan talk.

5. Segala jenis obat gosok cream, vaselin & minyak penghungut.

6. Segala jenis susu bubuk, cair & milk. :

7. Segala jenis obat buatan luar negeri.

8. Segala jenis obat & cream kosmetik.

9. Segala jenis tonikum & multi vitamin.
~Gy. 1+ 10. Segdla jenis obat jerawat & flek. %
e Segala jenis obat hisap & tempel yYang mengandung menthol,

120

Segala jenis obat yang diminta untuk persediaan dirumah.:
\

Banyuwangi, 9 Agustus 1996

KEPALA,

/7 DISTRIBUS
;DAWA TIMUR

Y}
e’ \J |/
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